
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

NOMOR  4  TAHUN 2011 
 

TENTANG  
 

PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SUMATERA  SELATAN, 

 
 

Menimbang : 
 

a. bahwa penanaman  modal  merupakan salah satu  upaya  untuk 
meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi dalam rangka 
pembangunan  ekonomi  berkelanjutan dan pembangunan  
ekonomi  kerakyatan  untuk mewujudkan  kesejahteraan  
masyarakat; 
 
 

 b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
diperlukan adanya kepastian hukum dan kemudahan bagi investor 
untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Selatan;  
 
 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf  a dan huruf  b,  perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penanaman Modal Daerah. 
 
 

Mengingat  : 1. 
 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan  
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1814 ); 
 

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok–Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043 ); 
 

 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 ); 
 

 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1987 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3346 );
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6. 

                                           -2- 
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 
 

 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4279 ); 
 

 8. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4286 ); 
 

 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan 
Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4356); 
 

 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
 

 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 

 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

 13. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  
Modal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2007  
Nomor  67,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor  4724); 
 

 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ); 
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 
 

 16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008  tentang Usaha Mikro Kecil 
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 
 

 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
 

 18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5059); 
 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka 
Waktu Izin  Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Nomor 3335); 
 

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 
 

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 
Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4812); 
 

 22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854); 
 

 23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 

 24. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 
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Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 
 

 26. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang 
Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang 
Penanaman Modal; 
 

 27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing; 
 

 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 
2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2005-2019  (Lembaran Daerah Tahun 2006 
Nomor 14); 
 

 29. Peraturan   Daerah   Provinsi   Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 
3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5  
Seri D). 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
DAN 

GUBERNUR SUMATERA  SELATAN 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PROMOSI DAN PERIZINAN 
PENANAMAN MODAL DAERAH. 

 
 

BAB  I 
KETENTUAN  UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  : 
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 
 

2. Pemerintah  Provinsi adalah  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 
 

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 
 

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan 
suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian 
atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki 
kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses 
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 
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5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan 
uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai 
ekonomis. 

 

6. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik 
Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha 
yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 

 

7. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, 
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum 
asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh 
modalnya dimiliki oleh pihak asing. 

 

8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang 
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal 
dalam negeri dan penanam modal asing. 

 

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal 
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal 
asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 

 

10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara 
Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau 
daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara 
Republik Indonesia. 

 

11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, 
badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan 
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. 

 

12. Izin Usaha Penanaman Modal adalah Izin yang diberikan kepada 
penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman Modal. 

 

13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang 
berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal. 

 

14. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap 
waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. 

 

15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan daerah berdasarkan peraturan 
daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, 
menyatakan sah atau   diperbolehkannya seseorang atau badan 
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

 

16. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan 
hukum baik dalam bentuk izin dan / atau non izin. 

 

17. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau 
badan hukum dalam bentuk Tanda Badan Usaha, Rekomendasi dan 
lainnya. 

 
 
 
 


